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ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap
Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, penelitian ini
menitikberatkan pada peran dan fungsi pembinaan, pengawasan dan sanksi
administratif kepegawaian sesuai dengan penormaan dan perundang-undangan
yang berlaku. Dengan tujuan menelaah fungsi dan peran administratif
kepegawaian dan fungsi pemerintahan dalam mensejahterakan dan
kemakmurkan rakyat sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 amandemen keempat. Fokus utama pada penelitian ini yaitu mengkaji
konsistensi penerapan sanksi administratif kepegawaian sebagai bentuk
pembinaan kepegawaian. Tujuan penelitian ini, ingin mengetahui sejauhmana
penerapan sanksi administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian ini
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Politik
Hukum. Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama,
keputusan penjatuhan hukumaan disiplin harus obyektif sesuai dengan penormaan
yang ada; kedua, Peran Pengawasan melekat dan pola pembinaan sebagai
penunjang pembinaan administratif kepegawaian harus ditingkatkan; ketiga,
pejabat yang berwenang menghukum memperhitungkan dan mempertimbangkan
serta cermat dalam menentukan sanksi penjatuhan hukuman disiplin guna
pencapaian hukum yang adil dan bijaksana.

Kata kunci: Sanksi administratif, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil,
Pemerintah Daerah.



ABSTRACT

This research is entitled “The Implementation of Administrative Sanction
towards Civil Servants Who Conduct Indiscplinary Actions in Administrative
Environment of Sanggau Regency of West Borneo Province. This research
emphasizes on the role and function of Officialdom guidance, monitoring and
administrative as the prevailing norms and regulations. It is aimed to analyze
officialdom administrative functions and roles based on society principles in
prospering and advancing society as the mandate of Pancasila and Constitution of
1945 of the fourth amandment. The main focus of this research is to analyze the
consistency of implementation of officialdom administrative sanction as the form
of officialdom development. The aim of this research is to find out how far the
implementation of administrative sanction in administrative environment of
Sanggau Regency as the Regulations is. Method utilized in this research is
normative law with Law Politic approach. The analyses of this research are
descriptive and qualitative.

Based on the research result, it can be concluded that: first, the decision of
discplinary punishment sentence should be objective as the existing norms;
second, Monitoring Role is attached to and development as the support of
officialdom administrative development should be improved; third, officials who
have authority to give punishment count and consider meticulousy in determining
discplinary law sanction to reach fair and prudent law achievement.

Keywords: ~Administrative sanction, discipline, Civil Servants, Local

Administration





